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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

ASISTENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 

I. LATAR BELAKANG 

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

memberikan jaminan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta mengatur 

kewajiban Badan Publik dalam menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik 

yang berada di bawah kewenangannya. 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan layanan informasi publik memerlukan pemahaman 

yang seragam mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik, penyusunan dan 

pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi yang dikecualikan, mekanisme 

pelayanan permohonan informasi, pendokumentasian, serta pemantauan dan evaluasi. 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 

menjadi salah satu acuan teknis dalam penyelenggaraan standar layanan informasi publik. 

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 

tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah 

Daerah, dan Pemerintah Desa, pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan 

pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. 

Permendagri tersebut juga mengatur jenis informasi publik, pengelolaan layanan, 

kelembagaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta 

pendanaan. 

Berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia, kegiatan Asistensi Keterbukaan 

Informasi tercantum sebagai bagian dari pelaksanaan subkegiatan Dukungan Administratif, 

Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu, diperlukan Kerangka Acuan Kerja sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan asistensi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi 

Provinsi Sumatera Utara. 

II. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas 

pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

melalui asistensi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 

Sasaran kegiatan meliputi: 

a. Tersedianya pemahaman yang sama mengenai ketentuan dan standar layanan 

informasi publik. 
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b. Meningkatnya kapasitas pengelola informasi dan dokumentasi/PPID dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik. 

c. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan informasi publik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Teridentifikasinya kebutuhan perbaikan dalam pengelolaan layanan informasi publik 

dan tindak lanjut yang diperlukan. 

e. Tersusunnya dokumentasi hasil asistensi sebagai bahan evaluasi dan peningkatan 

kualitas layanan. 

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

Ruang lingkup pekerjaan dalam kegiatan asistensi meliputi: 

a. Persiapan pelaksanaan asistensi, koordinasi jadwal, peserta, materi, dan kebutuhan 

teknis. 

b. Paparan dan pembahasan ketentuan keterbukaan informasi publik serta standar 

layanan informasi publik. 

c. Asistensi terhadap pengelolaan kelembagaan PPID dan pembagian tugas pengelola 

layanan informasi publik. 

d. Asistensi penyusunan, pemutakhiran, pengelolaan, dan penyajian Daftar Informasi 

Publik. 

e. Asistensi mengenai identifikasi dan pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

f. Asistensi mekanisme pelayanan permohonan informasi, keberatan, pencatatan, 

pendokumentasian, dan pelaporan layanan informasi publik. 

g. Pembahasan hasil evaluasi/kondisi eksisting dan identifikasi kebutuhan perbaikan 

layanan. 

h. Perumusan rekomendasi atau rencana tindak lanjut hasil asistensi. 

i. Dokumentasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. 

IV. METODA PELAKSANAAN 

Metoda pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi, pemaparan materi, 

diskusi, telaah dokumen, tanya jawab, identifikasi permasalahan, dan penyusunan 

rekomendasi tindak lanjut. Pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau 

menggunakan media elektronik apabila diperlukan. 

Tahapan pelaksanaan meliputi: 

a. Persiapan dan koordinasi. 

b. Pelaksanaan asistensi dan penyampaian materi. 

c. Pembahasan/telaah kondisi dan dokumen terkait. 

d. Perumusan hasil dan rekomendasi tindak lanjut. 

e. Dokumentasi serta penyusunan laporan kegiatan. 
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V. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi 

Sumatera Utara direncanakan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan 

November 2026. Pelaksanaan setiap kegiatan asistensi disesuaikan dengan jadwal yang 

disepakati antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan kesiapan peserta, 

narasumber/asisten, dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 

VI. SPESIFIKASI TEKNIS DAN STANDAR KUALITAS 

a. Pelaksana/narasumber/asisten memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan 

dengan keterbukaan informasi publik dan/atau standar layanan informasi publik. 

b. Materi asistensi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan perkembangan kebijakan layanan informasi publik. 

c. Pelaksanaan dilakukan secara objektif, profesional, partisipatif, dan berorientasi pada 

perbaikan kualitas layanan. 

d. Materi, bahan paparan, daftar hadir, dokumentasi, notula, dan/atau laporan hasil 

asistensi didokumentasikan secara tertib. 

e. Hasil asistensi sekurang-kurangnya memuat isu/permasalahan yang dibahas, hasil 

pembahasan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang diperlukan. 

f. Kualitas keluaran dinilai dari keterlaksanaan kegiatan, keterlibatan peserta, 

tersedianya dokumentasi, dan tersusunnya hasil/rekomendasi asistensi. 

VII. LOKASI KEGIATAN 

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi 

utama pada fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan/atau 

lokasi lain yang disepakati sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 

VIII. SUMBER PENDANAAN 

Kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah yang berlaku. 

Dalam dokumen anggaran yang menjadi dasar penyusunan KAK ini, Asistensi 

Keterbukaan Informasi tercantum dengan alokasi sebesar Rp4.250.000,00. 

IX. REFERENSI HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

c. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang 

Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah 

Daerah, dan Pemerintah Desa. 
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e. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan 

pengelolaan layanan informasi publik dan pengelolaan keuangan daerah yang 

berlaku. 

X. PENUTUP 

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Asistensi 

Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara agar kegiatan 

dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini dapat disesuaikan berdasarkan hasil 

koordinasi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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